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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan perkara pencurian ringan berupa seng di wilayah hukum Polsek Panai Hilir belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari praktik penyidikan yang tetap dilakukan melalui mekanisme formal sebagaimana diatur dalam KUHAP, meskipun nilai kerugian perkara tergolong kecil. Penyidik Polsek Panai Hilir belum menjadikan PERMA sebagai dasar pertimbangan utama dalam penanganan perkara pencurian seng. PERMA dipahami lebih sebagai pedoman bagi hakim di tingkat pengadilan. Akibatnya, tujuan PERMA untuk menyederhanakan penanganan perkara pidana ringan belum tercapai secara optimal.
2. Faktor penyebab tidak efektifnya penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam perkara pencurian seng di Polsek Panai Hilir dipengaruhi oleh beberapa aspek. Faktor tersebut meliputi keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi PERMA, tidak adanya kewenangan eksplisit bagi penyidik dalam PERMA, serta ketiadaan pedoman teknis pelaksanaan di tingkat kepolisian. Selain itu, budaya hukum aparat yang masih bersifat formalistik dan kehati-hatian penyidik dalam menghadapi pengawasan internal turut menghambat penerapan PERMA. Faktor masyarakat dan struktur sistem peradilan pidana juga berkontribusi terhadap ketidakefektifan tersebut. Dengan demikian, permasalahan ini bersifat multidimensional dan tidak dapat dilihat secara parsial.
3. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 secara normatif telah mengatur dengan jelas mengenai batasan tindak pidana ringan dan mekanisme acara pemeriksaan cepat. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan nilai kerugian tindak pidana ringan dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, PERMA memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan acara pemeriksaan cepat guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, penerapan ketentuan tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan sinergi antar aparat penegak hukum. Dalam konteks perkara pencurian seng di Polsek Panai Hilir, ketentuan PERMA belum sepenuhnya terimplementasi karena perkara tidak sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan.
B. Saran

1. Disarankan kepada Kepolisian, khususnya Polsek Panai Hilir, agar meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi dan tujuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Peningkatan pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan diskusi internal mengenai penanganan tindak pidana ringan. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis atau petunjuk pelaksanaan di tingkat kepolisian agar penyidik memiliki dasar yang jelas dalam menerapkan kebijakan terkait tindak pidana ringan. Dengan adanya pedoman tersebut, penyidik diharapkan dapat lebih berani dan tepat dalam mengambil kebijakan penanganan perkara ringan.
2. Disarankan kepada pembuat kebijakan dan pembentuk peraturan perundang-undangan agar melakukan evaluasi terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2012, khususnya terkait koordinasi dan keterkaitannya dengan kewenangan penyidik. Evaluasi tersebut dapat diarahkan pada upaya harmonisasi antara PERMA, KUHAP, dan peraturan internal kepolisian. Dengan adanya harmonisasi regulasi, penerapan PERMA di seluruh tahapan sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih efektif. Hal ini penting untuk menghindari kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. 

3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam berbagai jenis tindak pidana ringan lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

